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ABSTRAK
Kemiskinan absolut menjadi perhatian pemerintah untuk menguranginya. Oleh sebab itu, berbagai program 
secara nasional telah ditetapkan di antaranya program keluarga harapan. Diharapkan dengan program 
tersebut keluarga miskin dapat semakin berkurang dan memberikan implikasi pada  meningkatnya kualitas 
sumber daya manusia, yang pada akhirnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Untuk Provinsi 
Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, salah satu daerah penerima program tersebut. Tujuan penulisan untuk 
menganalisis pelaksanaan program. Teori yang digunakan model implementasi kebijakan dari Edwart III. 
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian program terlaksana dalam 
arti distribusi dana telah tersalurkan. Ditemukan adanya intervensi  pada aspek perencana data penerima 
program. 

Kata kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Bone

ABSTRACT
Absolutely poverty,  one of great issue were interested by central government. Government tried to reduce 
the number of absolutely poverty family. Therefore many programs were declared, one of the program, was 
Hope Family Program. By this program, absolutely poverty were reduced .One of regent in south sulawesi 
was received the program was Bone Regency. The aim of research is to analyze deeply the implementation 
of Program with Erward III model as a toll of analyzis.Research method is descriptif qualitative approach. 
The result was program was done well, eventhoght there was lack of valid of data by the  program recipient.

Keywords: Implementation, Hope Family Program, Bone Regency

PENDAHULUAN

Pada suatu kesempatan, Hari Jumat, 15 
Mei 2020, dalam suasana bulan Romadhan 
di suatu tempat di Desa Kampili Kecamatan 
Pallangga, Kabupaten Gowa, lokasi Kampus 
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 
Sulawesi Selatan, terjadi dialog antara seorang 
pustakawan, sebutlah Sudirman dengan Petugas 
Budi Daya, Supardi  Daeng Tola, kalau tidak 
salah namanya. Sudirman, Sang Pustakawan, 
dengan bangga menjelaskan keberhasilan 
Pemerintah dalam melaksanakan fungsi 
pemberdayaan masyarakat. “Programnya masih 
belum menyentuh semua lapisan masyarakat, 

terlalu administratif,   penuh persyaratan formal 
yang terkadang mudah “diakali” kata Daeng 
Tola, memotong pembicaraan Sudirman. Masih 
perlu penataan substantif  agar program tepat 
sasaran, lanjutnya. Dari dialog tersebut dapat 
dilihat 2 (dua) dimensi, pertama pemerintah 
telah melahirkan program pemberdayaan untuk 
masyarakat, kedua program belum efektif 
mencapai sasaran.

Program pemberdayaan masyarakat yang 
diiniasi pemerintah, pada dasarnya merupakan 
perwujudan fungsi – fungsi pemerintah selain        
fungsi pengaturan (regeling), development, 
order dan servise. Integrasi dari fungsi 
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tujuan eksistensinya menggunakan instrumen 
pemerintahan, di antaranya intrumen yuridis 
dalam menjalankan urusan pemerintahan dan 
kemasyarakatan seperti kebijakan (policy). 
peraturan perundang-undangan (weetelijke 
voorschriften) dan  peraturan kebijakan/ beleid 
regels ( murtir jeddawi, 2012).

Dari berbagai instrumen pemerintahan 
dimaksud, khusus untuk fungsi pemberdayaan 
telah ditetapkan kebijakan di antaranya mengenai 
Program Keluarga harapan (PKH), dengan 
sasaran program pengentasan kemiskinan 
melalui kebijakan Peraturan Menteri Sosial 
No. 1 Tahun 2018 dan peraturan-peraturan 
sebelumnya. Tujuan utama adalah untuk 
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia terutama pada 
kelompok masyarakat miskin Kebijakan publik 
sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-
badan dan aparat pemerintah dan harus sesuai 
dengan kebutuhan, termasuk Program Keluarga 
Harapan.

Kebijakan tersebut pada dasarnya antara 
lain mendukung perwujudan cita-cita luhur 
bangsa Indonesia yang bermakna tercapainya 
masyarakat yang adil dan makmur. Negara 
harus menjamin dan memastikan warga 
Indonesia  sejahtera, salah satunya terbebas dari 
belenggu kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi 
dalam suatu negara perlu dilihat sebagai suatu 
masalah yang sangat serius. Hal ini dikarenakan 
kemiskinan dapat memicu banyak persoalan 
yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya.  Oleh karena 
itu perlu adanya upaya untuk menanggulangi 
masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan 
berupa program-program pembangunan.

Selanjutnya lahir Program Keluarga 
Harapan sebagai salah salah satu program 
kebijakan Pemerintah untuk menangani 
kemiskinan. Program Keluarga Harapan 
(PKH) meupakan program perlindungan 
sosial yang memberikan bantuan tunai kepada 
Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan 
kewajiban melaksanakan persyaratan dan 

dimaksud, dalam organisasi negara modern 
diistilahkan dengan Negara Kesejahteraan, 
yaitu negara yang berkewajiban tidak saja 
menjaga keamanan dan ktertiban tetapi juga 
menjaga agar masyarakat berpendidikan, sehat 
dan sejahtera. Menjaga dari hulu sampai ke 
hilir (from the cradle to the grave). Negara 
Kesatuan RI,  pada dasarnya termasuk negara 
kesejahteraan sebagaimana tertegas pada 
Pembukaan UUD 1945 yaitu,  melindungi 
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa 
Indonesia.

Dalam perjalanan 73 tahun bangsa setelah 
kemerdekaan 1945, ternyata mewujudkan 
tujuan nasional tidaklah mudah. Jalan terjal, 
bergelombang, menanjak terkadang menukik 
tidak beraturan, merupakan fenomena fluktuatif 
yang dihadapi setiap rezim pemerintahan, 
sejak Presiden Pertama, Bapak Pendiri Bangsa 
Indonesia, Dr. Ir. Soekarno. Berbagai bidang 
dan sektor terus menghadang baik dinamika 
politik lokal dan nasional, pemerataan, 
keadilan, ekonomi, pendidikan, pendapatan 
individu/masyarakat, kemiskinan sampai pada 
ancaman dari luar serta wabah penyakit/virus 
seperti saat ini  Pandemi Covid-19 (Corona 
Virus Desease- 2019). Masa pemerintahan 5 
(lima ) tahunan di setiap tingkatan pemerintahan 
terkadang mengalami tantangan dan hambatan 
yang berbeda. 

Sebagai lembaga kekuasaan, Negara 
melalui pemerintah pusat, telah mengambil 
langkah strategis dan konkrit dalam bentuk 
formulasi kebijakan. Pada dasarnya negara 
adalah sebuah lembaga purba manusia 
yang telah ada sekitar 10.000 lampau sejak 
masyarakat pertanian pertama muncul di 
Mesopotamia. Di Cina, sebuah negara 
dengan birokrasi yang sangat terlatih telah 
ada selma ribuan tahun (Fukuyama, 2005). 
Negara sebagai organisasi kekuasan, sangat 
kuat dan powerful. Dengan kekuasaan besar 
yang dimiliki, negara dalam mewujudkan 
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ketentuan yang telah ditetapkan. Kotze dalam 
(Hikmat 2004) menyatakan bahwa masyarakat 
miskin memiliki kemampuan yang relatif baik 
untuk memperoleh sumber melalui kesempatan 
yang ada. Kemudian kemiskinan merupakan 
situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan 
atas kehendak orang yang bersangkutan meurut 
(Supriatna 1997). Selain sebagai masalah sosial, 
kemiskinan juga menimbulkan permasalahan 
yang lain. (Kartono 1983). Program Keluarga 
Harapan Target sasaran penerima adalah rumah 
tangga/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) 
atau kelompok masyarakat berada pada kluster 
1 (satu). Implementasi Program Keluarga 
Harapan merupakan salah satu program 
nasional yang berfungsi menekan angka 
kemiskinan dan kesenjangan sosial baik tingkat 
nasioanl maupun daerah.  Salah satu daerah 
otonom yang mendapatkan program PKH 
adalah  Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 

Secara fenomenal berdasarkan data 
penerimaan Bantuan program Keluarga 
Harapan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 
2020 telah mencapai Rp.844,43 Miliar yang 
akan diperuntukkan bagi 468.900 Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 
24 (dua puluh empat) Kota/Kabupaten (Anon 
2020). Dengan adanya bantuan PKH  yang 
diberikan tiap tahunnya, dipercaya mampu 
mengurangi tingkat kemiskinan yang ada 
diprovinsi Sulawesi Selatan. Namun kenyataan 
di lapangan terjadi fenomena tidak sesuai 
dengan harapan  program PKH yang ada. 
Di  Kabupaten Bone masih terdapat keluarga 
miskin yang jumlahnya  signifikan. Apakah 
PKH di Kabupaten Bone belum memberikan 
dampak terhadap pengurangan keluarga miskin, 
ataukah dalam implementasi PKH terdapat 
hal – hal tidak sesuai kondisi di lapangan, 
ataukah ketidakmapuan administratif – lacf of 
administratif capacity  sebagaimana dikonstatir 
F. Riggs atau terdapat prilaku penyalahgunaan 
kewenangan ( murtir jeddawi, 2008).

Berdasarkan data dan fenomena tersebut 
berangkat penelitian ini,  ingin mengetahui dan 

menganalisis, sejauh mana program Keluarga 
Harapan sebagai suatu kebijakan  dilaksanakan 
dengan melihat dari sudut pandang berdasarkan 
model Implementing Pubic Policy (George C. 
Edward III, 1980 ).

KERANGKA TEORITIK

Implementasi Kebijakan merupakan tahap 
yang krusial dalam proses kebijakan publik. 
Menurut Abdullah Suara (murtir jeddawi, tesis, 
1995), terdapat implementation gap antara 
kebijakan dengan impelementasi kebijakan. 
Suatu kebijakan harus diimplementasikan 
agar mempunyai dampak atau tujuan yang 
diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang 
dalam penegertian yang luas, merupakan 
tahapan dari proses kebijakan segera setelah 
penetapan undang-undang. Menurut Lester dan 
Stewart dalam (Winarno, 2012) mengemukaan 
Implementasi kebijakan dipandang luas 
mempunyai makna pelaksanaan undang-
undang dimana berbagai aktor, organisasi 
dan prosedur dan teknik bekerja bersama-
sama untuk menjalankan kebijakan dalam 
upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau 
program-program. Implementasi pada sisi lain 
merupakan fenomena kompleks yang dapat 
mungkin dapat difahami sebagai suatu proses, 
suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu 
dampak (outcome). 

Dalam pandangan Edward III 
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
empat variabel, yakni (1) Komunikasi, (2) 
sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur 
birokrasi, dimna keempat variabel tersebut juga 
saling berhubungan, empat faktor atau variabel 
dalam implementasi kebijakan publik, yaitu:

1) Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan 

mengisyaratkan agar implementor mengetahui 
apa yang harus dilakukan. Apa yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 
ditrasmisikan kepada kelompok sasaran 
(target group) sehingga mengurangi distorsi 
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implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak 
jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali 
oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan 
akan terjadi resistensi adri kelompok 
sasaran. Variabel utama dalam implementasi 
kebijakan yang efektif adalah bahwa pembuat 
keputusan harus mengetahui apa yang harus 
mereka lakukan. Keputusan-keputusan harus   
diteruskan   kepada implementor secara   tepat,   
selain   itu komunikasi harus akurat dan harus 
dimengerti dengan cermat.

2) Sumber Daya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomuni-

kasikan secara jelas dan konsisten, tetapi 
apabila implementor kekurangan sumberdaya 
untuk melaksanakannya, maka implementasi 
tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah 
faktor yang paling penting dalam implementasi 
agar berjalan secara efektif. Sumber daya itu 
dapat berupa sumber daya manusia, sumber 
daya finansial dan sumber daya fasilitas 
pendukung. Adapun indikator dari sumber 
daya adalah sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia, adalah merupakan 
implementor dari sebuah kebijakan, 
sehingga berhasil ataupun tidaknya 
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
staff atau pegawainya. Apabila sumber 
daya manusianya cukup memadai dan 
kompeten dalam bidangnya, maka 
implementasi kebijakan publik dapat 
berjalan secara efektif.

b) Sumber Daya Finansial, adalah kecukupan 
modal yang dimiliki dalam menjalankan 
sebuah kebijakan publik, sumber 
daya finansial juga akan mendukung 
segala fasilitas yang dibutuhkan untuk 
terlaksananya kebijakan publik.

c) Sumber Daya Fasilitas Pendukung, fasilitas 
pendukung merupakan fasilitas fisik 
yang sangat penting dalam implementasi 
teknis sebuah kebijakan publik. Apabila 
sumber daya manusia sudah memadai, 
namun tanpa adanya fasilitas pendukung 

yang memadai (sarana dan prasarana) 
maka implementasi kebijakan tidak akan 
berjalan secara maksimal.

3) Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik 

yang dimiliki oleh implementor dalam 
implementasi sebuah kebijakan seperti 
komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. 
Apabila para implementor bersikap baik terhadap 
suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti 
adanya dukungan, kemungkinan besar mereka 
akan melaksanakan kebijakan sebagaimana 
yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan, 
demikian pula sebaliknya, jika tingkah laku atau 
perspektif para pelaksana berbeda dengan para 
pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan 
suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Jika 
proses implementasi kebijakan terhambat atau 
sulit oleh akibat dari sikap implementor, maka 
akan memunculkan dampak dari kecenderungan-
kecenderungan tersebut. Hal ini sering terjadi 
di birokrasi pemerintah karena pertama, badan 
pemerintah lebih bersifat homogeny, karena 
proses recruitment staf birokrasi secara selektif 
dan cenderung badan ini mempekerjakan 
orang-orang yang mempunyai keinginan dan 
pikiran yang sama, sehingga menimbulkan 
suatu lingkungan yang relative seragam dimana 
pembuat kebijakan itu dilakukan. Kedua, Badan 
Pemerintah memiliki pandangan-pandangan 
Parokial, pandangan ini mempunyai pengaruh 
yang cukup kuat bagi implementasi kebijakan. 
Karena sifatnya pejabat Pemerintah hanya 
sementara dan diangkat dengan alasan-alasan 
politik, sehingga cenderung menggunakan 
pandangan-pandangan unit birokrasi yang 
sempit.

4) Struktur Birokrasi
Struktur Organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap impleentasi 
kebijakan, salah satu dari aspek struktur yang 
penting dari setiap organisasi adalah adanya 
prosedur operasi yang standard (standart 
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operational procedurse) atau disingkat SOP. 
SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor 
dalam bertindak. Aspek berikutnya adalah 
struktur organisasi atau kewenangan yang 
terlalu panjang cenderung melemahkan 
pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni 
prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini 
kadang yang menyebabkan aktivitas organisasi 
tidak fleksibel. 

Berikut di bawah ini adalah gambar 
faktor-faktor penentu dalam Implementasi 
menurut teori Edward III, faktor tersebut salaing 
mempengaruhi satu sama lain, sehingga dapat 
mempengaruhi tujuan dari kebijakan itu sendiri.

dikumpul berdasarlkan interaksi langsung, dan 
Data Sekuder yaitu data yang diperoleh dari 
sejumlah literatur. Data primer merupakan 
data yang diperoleh di lapangan penelitian dan 
dari orang-orang yang dianggap refresentatif.
dan dipilih secara purpossif yaitu Kepala 
Dinas, 3 Sub Bagian Dinas Sosial Kab. Bone, 
4 Kepala Bidang di Dinas Sosial Kab.Bone 
serta unsur Pendamping Program Keluarga 
Harapan Meliputi Pendamping Kabupaten di 
kabupaten Bone. Adapun data yang diperoleh  
melalui pengamatan, wawancara mendalam, 
dan diskusi bagi masyarakat melalui FGD, 
studi dokumentasi dan lain-lain, sedangkan 
untuk Sumber Data Sekunder adalah data  yang  
diperoleh  dari  sejumlah  literatur,  jurnal 
nasional dan internasional, media massa, 
sejumlah dokumen yang dianggap relevan dan 
penting dalam menunjang penelitian ini.

Instrumen utama penelitian ini adalah 
peneliti sendiri, yang didukung oleh berbagai 
instrument lain seperti pedoman obsevasi, 
pedoman wawancara dan catatan dokumen. 
Teknik pengumpulan data menggunakan 
interview, dokumentasi dan observasi. Analisis 
data yang digunakan menggunakan model 
analisis interaktif.. Adapun tahapan analisis 
datanya yaitu pertama data yang sudah yang 
diperoleh melalui observasi akan dianalisis 
secara reflektif atas seluruh pengamatan dan 
kesaksian langsung berupa, penglihatan, dan 
pengamatan terhadap kebijakan Program 
Keluarga Harapan, pada tahap kedua data yang 
diperoleh dari hasil wawancara dengan informan  
dianalisis secara terstruktur yaitu editing data, 
reduksi data, pengkategorian data, interpretasi 
dan pemaknaan data, display data (penyajian 
data) dan menarik kesimpulan/verifikasi.

 HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Besaran Alokasi bantuan pada 
Program Keluarga harapan dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara yang bertujuan untuk mengurangi 

 
METODE

Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi. Sebagaimana 
dikemukakan (Usman dan Akbar 2009) 
bahwa penelitian deskriptif menggambarkan 
atau menuliskan hasil objektivitas peneliti, 
bak berupa gambar atau foto yang didapat 
dari data lapangan, kemudian hasilnya bisa 
berupa gambar maupun dengan kat-kata. 
Fokus penelitian yaitu pada Implementasi 
Kebijakan Program Keluarga Harapan dari 
sisi aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi 
dan Struktur Birokrasi, sebagaimana indicator 
tersebut merupakan ukuran dalam faktor 
– faktor yang mmpengaruhi Implementasi 
Kebijakan  (Edward III 1980)

Penelitian ini menggunakan dua jenis 
sumber yaitu data primer dan data sekunder 
sebagaimana yang disebut oleh (Wibisono 
2013) bahwa Data Primer merupakan data yang 
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tingkat kemiskinan secara langsung, serta menghadirkan Pemerintah di seluruh pelosok 
Indonesia. Adapun jumlah Alokasi Dana PKH di Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini:

Tabel  Besaran Dana Program Keluarga Harapa selama 6 Tahun Terakhir

No Tahun Jumlah Dana 
PKH (Rp)

Perkembangan 
(selisih +)

1 2013 4.240.824.500 -
2 2014 6.773.504.500 2.532.680.000
3 2015 16.725.526.250 9.952.021.750
4 2016 20.555.207.500 3.829.681.250
5 2017 36.286.010.000 15.730.802.500
6 2018 62.966.450.000 26.680.440.000

Total 147.547.522.750

Sumber Data: Dinas Sosial Kab.Bone 2019

Dari Data di atas dapat diketahui dari 
tahun ke tahun Dana Program Keluarga 
Harapan tersebut mengalami peningkatan 
tiap tahunnya. Pada dua tahun terakhir, 
yakni tahun 2017  dan  2018,  peningkatan 
dana bantuan bertambah sangat fantastis 
yang disebabkan adanya penambahan 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 
berasal dari Lanjut Usia (Lansia) dan 
Penyandang Disabilitas. Sehingga total 
bantuan yang diterima selama Program 
Keluarga Harapan ini mulai digulirkan 
tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 
sudah mencapai Rp.156.577.677.750,-

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh 
di lapangan dan hubunganya dengan proses 
implementasi Kebijakan PKH, tujuan program 
PKH dan faktor-faktor yang rnendukung 
dan rnengharnbat PKH dikaitkan dengan 
kornunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur 
organisasi.

1. Implementasi Program Keluarga 
Harapan di Kabupaten Bone 

a) Proses Irnplernentasi PKH rneliputi:
1) Penyusunan Rencana Kegiatan Pro-

gram Keluarga Harapan, sudah dilakukan sejak 

tahun 2010 dengan 10 kecamatan, tahun 2014 
menjadi 27 kecamatan sehingga pemerintah 
daerah wajib menyediakan program dan 
kegiatan pendukung (sheering). Dinas Sosial 
dan pemerintah Kabupaten sebagai Dinas 
teknis pelaksana kegiatan PKH di daerah telah 
merencanakan kegiatan setiap tahunnya. Hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang Sosial 
Dinas Sosial:

“Kegiatan PKH sudah direncanakan setiap 
Tahunnya di SKPD kami dan masuk dalam 
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten 
Bone”. Pernyataan tersebut diperkuat 
oleh Kepala Sub bidang Sosial yang 
menyatakan bahwa “Kegiatan PKH di 
Kab. Bone setiap Tahunnya direncanakan 
di dalam dokumen Anggaran Dinas”.

Berdasarkan wawancara tersebut maka 
kegiatan PKH sudah mengikuti mekanisme 
perencanaan sebagaimana yang diatur dalam 
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangu-
nan Daerah.



145

PALLANGGA PRAJA Volume 2, No. 2 Oktober 2020   

2) Pelaksanaan Kegiatan PKH
a. Proses Penetapan Sasaran 

Jumlah peserta PKH di Kabupaten 
Bone sebanyak 19.417 Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) atau sekitar 33.519 jiwa 
penerima. Setiap peserta memenuhi salah satu 
kriteria dari tujuh kriteria yang sudah ditentukan 
dalam buku pedoman umum PKH yang dibuat 
tiap tahunnya. Sebagaimana disampaikan oleh 
Koodinator PKH Kabupaten Bapak Sudasman 
bahwa: 

“Kalau data KPM tidak bisa berubah 
lagi jika sudah diverifikasi kembali 
apalagi untuk ditambahkan penerimanya, 
akan tetapi komponen biaya yang 
sudah ditentukan besarannya bisa saja 
dikeluarkan, tergantung kondisi pada 
saat ferivikasi factual data penerima”. 

Selain berdasarkan pengamatan di 
lapangan, dalam proses penetapan sasaran masih 
adanya beberapa intimidasi politik dari pihak 
yang berwenang baik itu kepala Desa maupun 
pihak berwenang lainnya. Hal ini berdasarkan 
dengan hasil wawancara Pendamping Desa di 
Kabupaten Bone bahwa:

”Terkadang masih ada intimidasi dan 
intervensi dalam pendataan penerima 
sasaran PKH”.

b. Penyaluran bantuan
     Adapun kriteria peserta PKH yaitu 

jumlah komponen yang ada dalam KSM 
tersebut dan memenuhi komitmen dan 
kewajiban di bidang kesehatan dan pendidikan. 
Sanksi akan diberikan kepada peserta PKH 
apabila komitmen dalam kewajiban kesehatan 
dan pendidikan tidak dijalankan. 

Hasil wawancara dengan Koordinator 
PKH Kabupaten bahwa: 

“Dalam setiap tahap ada proses kegiatan 
di dalamnya misalnya pertama untuk 
Bulan Januari kita lakukan validasi 
ulang KPM, artinya pengecekan lagi di 

lapangan mengenai keadan fisik KPM, 
terus yang kedua setelah di validasi kita 
akan masukan data ulang, kemudian 
akan ada pemutakhiran data. Lalu ada 
verifikasi, verifikasi ini dari data yang 
kita dapat di lapangan kita verifikasi ke 
faskes dan fasdik.. yang memverifikasi 
adalah pendamping, pengecekan 
keadaan nyata di lapangan dan terus 
sekalian pengecekan kehadiran KPM 
di fasdik maupun di faskes, lalu kita 
masukkan/ kirim form verifikasi ke pusat, 
nanti disitu ada pemotongan baru terlihat 
nilai pencairan dan sebagai dasar dalam 
pencairan per tahap.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat 
disampaikan bahwa pelaksanaan penyaluran 
bantuan tunai kepada peserta PKH sudah 
berjalan sesuai dengan Pedoman Umum PKH.

c. Penyelesaian kegiatan PKH 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

laporan Tahun dan laporan Bulanan yang dibuat 
oleh Koordinator PKH Kabupaten dan tenaga 
pendamping secara rutin disampaikan kepada 
Dinas Sosial dan Kementrian social berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan, namun masih 
diperlukan koordinasi baik kepada Pemerintah 
Kecamatan dan Kelurahan dan Desa tetapi 
tidak menyampaikan kepada pihak kecamatan 
dan Kelurahan/Desa.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Kabupaten Bone

a. Komunikasi
1)  Komunikasi 
 Variabel yang menjadi penghambat dalam 

pelaksanaan PKH di Kabupaten Bone 
adalah variabel transmisi. Berdasarkan 
hasil penelitian telah terjadi perbedaan 
informasi antara SKPD pelaksana teknis 
dengan beberapa Kelurahan/Desa yang 
ada, perbedaan ini terjadi karena proses 

Implementasi Kebijakan Program... Riani Bakri



146

PALLANGGA PRAJA Volume 2, No. 2 Oktober 2020   

transmisi atau penyaluran informasi 
berupa pelaksanaan pendataan tidak 
berjalan sebagaimana. Adanya beberapa 
wewenang politik dalam rangka 
penetapan sasaran penerima kegiatan 
Program Keluarga Harapan menjadi 
salah satu faktor.

 Edward III dalam (Winarno 2014) 
menyatakan bahwa: “Hambatan yang 
timbul dari perintah implementasi. 
Pertama, pertentangan pendapat antara 
para pelaksana dengan perintah yang 
dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, 
Kedua, informasi melewati berlapis-lapis 
hirarki birokrasi dan Ketiga, persepsi 
yang selektif dan ketidakmauan para 
pelaksana untuk mengetahui persyarat 
suatu kebijakan”. Sesuai dengan 
pendapat tersebut bahwa proses transmisi 
belum berjalan dengan baik dan sebagai 
bahan perbaikan, maka solusi yang akan 
dilakukan untuk perbaikan kedepannya 
adalah dengan meningkatkan jumlah 
pelaksanaan sosialiasi dalam hal 
pendataan calon penerima manfaat di 
tingkat kecamatan atau kelurahan dan 
melibatkan semua kelompok masyarakat. 

2) Kejelasan, berkaitan dengan pelaksanaan 
kegiatan PKH, tenaga pendamping dalam 
menyampaikan pesan kepada masyarakat 
terakit dengan kewajiban dan hak bagi 
peserta PKH, sudah diterima dengan 
jelas oleh masyarakat.

 Edward III (sebagaimana dikutip dalam 
Agustino, 2014) mengungkapkan bahwa: 
“Kejelasan: komunikasi yang diterima 
oleh para pelaksana kebijakan (street 
level bureuacrats) haruslah jelas dan 
tidak membingungkan (tidak ambigu/
mendua). Kejelasan pesan kebijakan 
tidak selalu menghalangi implementasi, 
pada tatanan tertentu, para pelaksana 
membutuhkan fleksibilitas dalam 
melaksanakan kebijakan”.

3) Konsistensi, berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan kegia-
tan PKH yang sudah berjalan sekitar 
5 tahun dan arahan berupa hak dan 
kewajiban yang disampaikan kepada 
penerima manfaat tetap berpedoman 
pada Pedoman Umum PKH.

 Edward III sebagaimana dikutip 
dalam (Agustino 2014) menjelaskan 
bahwa Perintah yang diberikan dalam 
pelaksanaan komunikasi haruslah 
konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau 
dijalankan). Karena jika perintah yang 
diberikan sering berubah-ubah, maka 
dapat berdampak kepada Implementasi 
kebijakannya. Begitu pula jika konsistensi 
ini diterapkan kepada penerima manfaat, 
maka dibutuhkan juga konsistensi para 
pengambil kebijakan utamanya para 
pelaksana kebijakan PKH dalam proses 
pengambilan keputuasan. Menurut 
Mintzberg sebagaimana dikuti dalam 
(Rimba 2015) memberikan 3 tahapan 
dalam proses pegambilan keputusa, 
yaitu: (1) tahapa identifikasi yakni, 
pengambil keputusan memahami masalah 
dan peluang membuat diagnosis, (2) 
tahap pengembangan, yakni pengambil 
keputusan mencri standard prosedur yag 
tersedia atau pemecahan masalah sebagai 
desain baru, dan (3) tahap pemilihan, 
yakni pengambil keputusan dapat memilih 
dengan menggunakan pertimbanga, anali-
sis logis, basis sistematis, atau bargain.

  
b.   Sumberdaya 

1)  Faktor Pendukung
a) Ketersediaan Sumberdaya Manusia yang 

memadai dalam melaksanakan Program 
Keluarga Harapan. 

b) Ketersediaan Sumberdaya Finansial 
untuk mendukung dalam pelaksanakan 
program PKH bagi para Pelaksana dan 
pendamping PKH. 
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c) Ketersediaannya Fasilitas baik sarana, 
maupun prasarana dalam mendukung 
Program Keluarga Harapan di Kabupaten 
Bone.

2) Faktor Penghambat

a) Ketidakseimbangan terkait dengan 
Biaya Operasional Pelaksana (BOP) 
yang diberikan kepada para Pendamping 
yang dimana jumlahnya semua sama rata 
tanpa melihat letak geografis dan bentuk 
topografi wilayah pendampingannya. 
Hasil wawancara tenaga pendamping 
yang terkait dengan diberlakukan upah 
atau insentif bahwa: 

“Dalam pelaksanaan di lapangan, tidak 
adanya perbedaan beban kerja didaerah 
terpencil dengan daerah mudah dijangkau. 
sehingga kami kadang membiayai 
kegiatan yang harus ke lapangan”. 

Peryataan diatas menandakan bahwa 
terjadi ketimpangan antara beban kerja dengan 
reward yang duterima oleh para pendamping 
PKH, sehingga menjadi penghambat dalam 
implementasi PHK di Bone.

b) Masih terdapat beberapa kecamatan 
belum terbentuk fasilitas Sekretariat Unit 
Pelaksanan PKH (UPPKH).  Menurut 
Edward III sebagaimana dikutip dalam 
(Winarno 2014) menyampaikan bahwa: 

“Sebab seorang pelaksana mungkin 
mempunyai staf yang memadai, mungkin 
memahami apa yang akan di1akukan 
dan mungkin mempunyai wewenang 
untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa 
kantor/bangunan termasuk fasilitias lain 
maka besar kemungkinan implementasi 
yang direncanakan akan gagal”.

b. Disposisi

Berdasarkan basil penelitian menunjuk-
kan bahwa semua indikator dari disposisi 
berjalan dengan baik pada pelaksanaan PKH di 
Kabupaten Bone.

a) Pengangkatan birokrat, pengangkatan 
pegawai pada pelaksanaan kegatan 
PKH di Kabupaten Bone sepenuhnya 
wewenang dari Kementerian Sosial 
Republik Indonesia tanpa melibatkan 
Pemerintah Daerah.

b) Insentif, tidak adanya perbedaan insentif 
kepada pendamping yang daerah 
terpencil atau susah dijangkau dengan 
kecamatan atau kabupaten yang mudah 
terjangkau.sehingga sangat berpengaruh 
terhadap pekerjaan di lapangan.

c. Struktur Organisasi 
1) Standard Operating Prosedures (SOPs) 
 Pelaksanaan verifikasi sasaran yang 

dilakukan oleh tenaga pendamping, 
mengacu pada SOP yang sudah ditentukan 
oleh Kementerian Sosial. Hasil verifikasi 
dan validasi tersebut digunakan sebagai 
dasar pembayaran terhadap peserta PKH. 
Hal tersebut sesuai dengan penyampaian 
dari Koordinator PKH Kabupaten.

2) Fragmentasi
 Berdasarkan hasil penelitian bahwa semua 

stakeholder yang berhubungan PKH 
baik itu Dinas teknis pelaksana dengan 
koordinator PKH kabupaten, tenaga 
pendamping dan pihak Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa serta pihak Bank Mandiri 
selaku tempat pencairan Bantuan berjalan 
dengan baik, sebagaimana mereka 
menjalankan tugasnya masing-masing. 

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Program 
Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten 
Bone berjalan cukup lancar karena proses 
implementasi PKH yang meliputi penyusunan 
rencana sudah baik sehingga tercapainya 
tujuan PKH.  Pada pelaksanaan kegiatan 
dalam penetapan sasaran masih adanya 
campur tangan pihak lain dalam pendataan 
penerima KPM walaupun begitu pelaporan 
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sudah berjalan dengan baik. Terdapat beragam 
faktor yang berperan baik faktor pendukung 
dan faktor penghambat. Adanya perbaikan 
secara komprehensif seperti pertemuan rutin 
antara pendamping dan aparat dinas sosial, 
penyadaran bagi keluarga penerima manfaat, 
serta menetapkan besaran biaya operasional 
bagi pada pendamping PKH. Dari keberhasilan 
pelaksanaan program memberi peran 
berkurangnya keluarga miskin sesuai indikator 
dan kriteria program PKH.
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